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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kejahatan adalah masalah umum dalam masyarakat , dan ada 

beberapa keadaan penyimpangan dalam memenuhi tujuan masyarakat yang 

damai dan sejahtera.1 Informasi mengenai kejahatan seperti pencurian, 

pembunuhan, perjudian, pelecehan, dan sebagainya yang dapat diakses di 

media elektronik atau media lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan 

menjadi lebih umum dan menunjukkan ketidaktaatan masyarakat terhadap 

hukum. 

 Pelanggaran yang melanggar kesusilaan adalah salah satu pelanggaran 

kriminal yang paling umum saat ini. Yang mengejutkan, para korbannya 

adalah anak-anak remaja, yang mungkin dianggap oleh orang awam sebagai 

orang yang tidak cocok untuk merangsang hasrat seksual.2 Mengingat bahwa 

moralitas adalah atribut utama yang harus dihormati dan diterapkan setiap 

hari, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas individu memiliki sudut pandang 

moral yang kuat. 

 Sesuai dengan karakter hukum yang bersifat memaksa, setiap 

tindakan yang melanggar hukum dapat mengakibatkan penderitaan dalam 

 
1 Tubagus Ronny Rahman, Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan 
Sosiologi (2001) 
2 Dicky Muhammad Taufik, "Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual bagi 
Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" (2020) 
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bentuk hukuman. Istilah "hukum pidana" mengacu pada badan legislasi yang 

berfokus pada kejahatan dan pelanggaran yang bersifat nasional, universal, 

individual, dan pidana. Jika menyangkut asas-asas, sistematika, pasal-pasal 

perumusan, dan sanksi-sanksi, hukum yang baik dan murni tidak mendapat 

tempat dalam sistem.3 Ia juga tidak mendapat tempat dalam tata pelaksanaan 

atau pada individu yang bertanggung jawab atas penciptaan dan pemeliharaan 

hukum. 

 Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk 

mempertahankan berbagai kebebasan hak asasi manusia anak, serta 

kepentingan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

kesehatan fisik dan mental, sesuai dengan Pasal 28B UUD 1945. Sebagai 

jaminan kehidupan bermasyarakat, negara berupaya memberikan 

perlindungan khusus kepada anak untuk mencegah terjadinya pelecehan atau 

eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. 

 Perempuan dan anak-anak adalah dua kategori yang paling rentan 

terhadap pelanggaran moral. Anak-anak menggunakan praktik-praktik yang 

dianggap berhasil untuk negara, bangsa, dan masyarakat, serta ekonomi yang 

lebih besar. Strategi ini dianggap sebagai harapan bagi masa depan negara 

dan bangsa. Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi dari kegiatan-

 
3 Muhammad Mustofa, Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, 
dan Pelanggaran Hukum (Prenada Media, 2021) 
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kegiatan ilegal yang dapat membahayakan perkembangan fisik, mental, dan 

spiritual mereka.4 

 Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHP adalah 

sebagai berikut: 

 Perlindungan terhadap hak hidup anak: KUHP melarang tindakan 

yang dapat membahayakan atau mengancam kehidupan anak, seperti 

pembunuhan atau penganiayaan terhadap anak. 

1. Perlindungan terhadap hak hidup anak: KUHP melarang tindakan yang 

dapat membahayakan atau mengancam kehidupan anak, seperti 

pembunuhan atau penganiayaan terhadap anak. 

2. Perlindungan terhadap hak kesehatan anak: KUHP melarang tindakan 

yang dapat merugikan kesehatan anak, seperti penelantaran anak atau 

tindakan penganiayaan yang mengakibatkan cedera fisik. 

3. Perlindungan terhadap hak moral anak: KUHP melarang tindakan yang 

dapat merusak moral atau kesusilaan anak, seperti penyebaran pornografi 

atau pelecehan seksual terhadap anak. 

4. Perlindungan terhadap hak pendidikan anak: KUHP juga melarang 

tindakan yang menghambat hak anak untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak, seperti tindakan penganiayaan yang mengakibatkan 

ketidakmampuan anak untuk bersekolah. 

 
4 Titon Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia 
(Citra Aditya Bakti, 2005), halaman :6-7 
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5. Perlindungan terhadap hak perlindungan khusus anak: KUHP mengakui 

perlindungan khusus yang diberikan kepada anak sebagai korban atau 

saksi dalam perkara pidana. KUHP juga mengatur tentang prosedur 

pemeriksaan anak dalam kasus pidana. 

Kekerasan yang dialami anak ada beberapa bentuk, di antaranya: 

1. Kekerasan Fisik: Ini melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk 

menyakiti atau merugikan anak, seperti memukul, menendang, menjepit, 

atau melakukan tindakan fisik lainnya yang berakibat pada cedera atau 

rasa sakit fisik. 

2. Kekerasan Psikologis atau Emosional: Kekerasan psikologis atau 

emosional mencakup tindakan yang merusak kesejahteraan emosional dan 

mental anak, seperti ancaman, penghinaan, pelecehan verbal, 

pengekangan emosi, atau isolasi sosial. 

3. Kekerasan Seksual: Ini melibatkan tindakan seksual yang tidak 

diinginkan atau tidak sah terhadap anak, seperti pelecehan seksual, 

pemerkosaan, atau eksploitasi seksual. 

4. Kekerasan Ekonomi: Kekerasan ekonomi terjadi ketika anak dianiaya 

secara finansial, misalnya dengan menghambat akses mereka ke 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, atau pendidikan. 

5. Kekerasan Negligensi atau Penelantaran: Ini terjadi ketika orang dewasa 

yang bertanggung jawab untuk merawat anak tidak memberikan 
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perawatan atau perhatian yang cukup, seperti tidak memberikan makanan, 

perlindungan, atau pengawasan yang diperlukan. 

6. Kekerasan Digital atau Cyberbullying: Dalam era digital, anak-anak juga 

bisa menjadi korban kekerasan dalam bentuk ancaman, pelecehan, atau 

intimidasi yang terjadi secara online melalui media sosial, pesan teks, 

atau platform digital lainnya. 

7. Kekerasan oleh Anggota Keluarga: Banyak kasus kekerasan terhadap 

anak terjadi di dalam rumah oleh anggota keluarga sendiri, seperti orang 

tua, saudara kandung, atau kerabat lainnya. 

Meningkatnya tindak pidana pemerkosaan atas pencabulan yang 

dilakukan oleh orang dewasa, terutama ayah kandung, disertai dengan tindak 

kekerasan atau janji-janji dari pelaku baik berupa ancaman maupun imbalan 

yang tidak masuk akal, serta pencabulan terhadap anak perempuan di bawah 

umur adalah salah satu masalah yang muncul dan cukup sensitif untuk 

dipersepsikan sebagai hal yang mencolok dan menjauh dari nilai-nilai 

kemanusiaan. 

Di berbagai wilayah, sering terjadi eksploitasi anak oleh orang tua 

mereka sendiri. Ini menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan untuk 

menikmati masa kanak-kanak mereka karena mereka terpaksa bekerja 

sebagai pemulung, buruh, atau melakukan pekerjaan kasar lainnya. Dengan 

kata lain, anak-anak kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kecil 

mereka, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan mengalami pemikiran 
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seksual yang tidak pantas, dengan pelaku kadang-kadang juga sebaya mereka 

yang mungkin terlalu penasaran tentang seks.5 

Antisipasi terhadap perilaku yang melanggar hukum, khususnya yang 

berdampak pada anak-anak, dapat dilakukan melalui penggunaan hukum 

pidana yang efektif. Konsep rancangan KUHP Nasional biasanya mencakup 

beberapa tujuan pemidanaan, yang dapat digunakan untuk mencegah dan 

menangani sarana untuk mencegah perilaku melanggar hukum. Beberapa 

tujuan pemidanaan yang sering disebut dalam konsep rancangan KUHP 

Nasional meliputi: 

1. Preventif: Pemidanaan dapat digunakan sebagai masyarakat dari 

melakukan tindakan kriminal. Ini mencakup hukuman yang dapat 

memberi efek jera kepada pelaku kejahatan potensial, sehingga mereka 

merasa takut untuk melanggar hukum.  

2. Represif: Pemidanaan juga berfungsi sebagai respons terhadap tindakan 

yang melanggar hukum yang sudah terjadi. Hal ini termasuk menghukum 

pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghasilkan 

rasa keadilan. 

3. Rehabilitasi: Selain hukuman, pemidanaan juga dapat mencakup program 

rehabilitasi yang dirancang untuk membantu pelaku kriminal agar bisa 

kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak melanggar 

hukum lagi. 

 
5 Suparman Marzuki, Pelecehan Seksual (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995), halaman 197. 
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4. Perlindungan Korban: Pemidanaan juga bisa mengambil peran dalam 

melindungi korban dari bahaya lebih lanjut dan memberikan kompensasi 

kepada mereka jika diperlukan. 

5. Penegakan Hukum dan Keadilan: Tujuan pemidanaan juga termasuk 

menjaga penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Ini mencakup 

memastikan bahwa hukuman diberikan secara adil dan setimpal dengan 

tindakan yang dilakukan.  

Penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai balas dendam akan 

tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman 

bagi terpidana. Berdasarkan tujuan pemidanaan seperti yang disebutkan di 

atas, hukuman bukan pidana. 

Hakim dalam proses pengambilan keputusan mungkin terpengaruh oleh 

faktor-faktor yang ada dalam dirinya dan sekitarnya, seperti agama, 

kebudayaan, tingkat pendidikan, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, bisa terjadi perbedaan dalam keputusan yang diberikan 

terhadap kasus yang serupa. Ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang 

yang memengaruhi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.6  

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, unsur pembuktian juga 

memainkan peran kunci dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim, 

karena bukti yang ada adalah faktor utama yang digunakan untuk 

menentukan sejauh mana hukuman.  

 
6 Oemar Seno Aji, Hukum Pidana (Jakarta: Erlangga, 2001), Cetakan Ke-3 
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Jika menyangkut perkara perbuatan cabul yang melibatkan anak di 

bawah umur tersebut, jelas bahwa pidanaa tersebut telah terjadi kepada 

korban. Hal ini harus dilakukan bersamaan dengan alat-alat bukti yang sah 

sesui dengan undang- undang. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana. berikut alat bukti yang sah antara lain yaitu : 

1. Keterangan ahli saksi  

2. Surat 

3. Petunjuk  

4. Keterangaan terdakwa 

Namun, ayat (2) menyatakan bahwa membuktikan apa yang sudah 

diketahui tidak perlu. 

Pembuktian dalam kasus kejahatan melibatkan aspek yuridis formal 

serta aspek teknis yang memerlukan pemahaman ilmu pengetahuan di luar 

ilmu hukum dan hukum acara pidana. Cabang-cabang ilmu kriminalistik yang 

relevan dalam proses pembuktian termasuk ilmu kedokteran forensik, 

toksikologi (ilmu tentang racun), balistik (ilmu tentang senjata dan proyektil), 

daktiloskopi (ilmu tentang sidik jari), dan bidang ilmu lainnya yang 

berkontribusi dalam analisis bukti dan forensik. 

Anak adalah aset berharga bagi masa depan dan kelangsungan bangsa, 

serta merupakan generasi penerus yang sangat penting dalam pembangunan 

negara. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapatkan perlindungan yang 

kuat dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sayangnya, dalam beberapa 
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kasus tindak pidana seperti pencabulan yang melibatkan seorang ayah 

terhadap anak kandungnya, seringkali keputusan yang diambil dalam sidang 

pengadilan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan anak. 

Terkadang, pelaku kejahatan hanya dijerat dengan pasal yang hukumannya 

lebih ringan, yang mengabaikan kepentingan dan perlindungan yang 

seharusnya diberikan kepada anak. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian 

dengan judul: “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA 

PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi kasus Putusan 

127/Pid.Sus/2018/PN.Krg)”. 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dalam latar belakang,maka dapat 

dirumuskan  masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana Di Pengadilan Negeri Karanganyar 

oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seorang ayah 

terhadap anak kandung? 

2. Pertimbangan apakah yang dihadapi oleh hakim dalam mengadili 

perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukanayah terhadap anak 

kandung di Pengadilan Negeri Karangan? 

C. Tujuan Penelitian 



23 

 

 

 

 Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka penulis memiliki 

tujuan dalam penelitiannya yang dicapai, antara lain: 

1. Untuk memahami faktor - faktor yang menjadi penerapan sanksi pidana 

di Pengadilan Negeri Kaaranganyar oleh hakim terhadap pelaku tindak 

pidana pencabulan seorang ayah terhadap anak kandungnya? 

2. Untuk memahami aspek yang menjadi pertimbangan apakah yang 

dihadapai oleh hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pencabulan 

seorang ayah terhadap anak kandunganya di Pengadilan Negeri 

Karanganyar. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian hukum diharapkan ada manfaat dan kegunaan yang 

dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun maanfaat penelitian yang 

diperoleh yaitu: 

 

 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

kontribusi berharga dalam perkembangan ilmu hukum terutama dalam 

konteks tindak pidana perbuatan cabul dan pelanggaran hukum yang tidak 
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pidana. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan tambahan 

dalam bidang hukum dan pengetahuan hukum secara umum. Selain itu, 

penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

bagaimana hukum dapat melindungi anak-anak yang menjadi korban 

tindakan cabul dalam konteks pidana. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir, membentuk pola berpikir yang terus berkembang, 

dan mengukur sejauh mana kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu 

yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga 

bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang 

diselidiki. 

E. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat penting 

sebagai komposisi penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Metodologi 

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu metode yang 

dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu bagi sekelompok orang 

atau subjek tertentu. sedangkan penelitian diartikan “semuaeksposisi yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”7 

1. Jenis Penelitian 

 
7 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) 
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal 

yang bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana pencabulan terhadap 

anak kandung, dengan fokus pada studi kasus Putusan PN 

127/Pid.Sus/2018/PN.Krg. Metode penelitian ini akan melibatkan analisis 

terhadap peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana 

pencabulan, termasuk hukum pidana materil dan formil yang berlaku, 

serta putusan-putusan pengadilan terdahulu dalam kasus serupa. 

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang 

muncul dalam penanganan kasus ini, menganalisis pertimbangan hukum 

yang digunakan oleh pengadilan dalam memberlakukan sanksi pidana, 

serta mengkaji implikasi dan konsistensi penerapan hukum dalam konteks 

tindak pidana semacam ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case approach) 

dengan fokus pada analisis kasus Putusan PN 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg 

yang melibatkan tindak pidana pencabulan oleh seorang ayah terhadap 

anak kandung. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk 

mendalami dan memahami secara rinci kasus tersebut, mulai dari fakta-

fakta yang muncul dalam kasus hingga pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dengan 

memerinci kasus ini, penelitian akan menggali aspek-aspek hukum dan 

faktor-faktor yang mungkin memengaruhi keputusan pengadilan, 
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sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait 

penerapan sanksi pidana dalam kasus pencabulan antara orang tua dan 

anak kandung. 

3. Jenis Data Hukum 

Jenis Data hukum yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Data Hukum Primer 

 Merupakan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan 

Negeri Karanganyar Karanganyar dan peraturan perundang-undangan 

yang berdasarkan hieraki.Bahan hukum yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kitab Undang-Udang Hukum Pidana (KUHP) 

2) Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

3) Undang-Udang No.23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak 

4) Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg 

5) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tenatang Perlindungan Anak 

6) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual 

b. Data Hukum Sekunder 

Data ini adalah data yang digunakan untuk mendukung data 

primer. Data yang dikumpulkan peneliti dapat diartikan bagaimana 

melakukan penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah buku literature hukum, tulisan hukum serta jurnal penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini.  

c. Data Hukum Tersier 

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan akan 

melibatkan berbagai dokumen dan sumber hukum yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan kasus pencabulan oleh seorang ayah 

terhadap anak kandung. Bahan hukum tersier ini mencakup 

perundang-undangan terkait tindak pidana pencabulan, seperti KUHP 

dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan 

anak. Selain itu, putusan-putusan pengadilan yang memiliki relevansi 

dengan kasus serupa juga menjadi bahan hukum tersier, seperti 

putusan-putusan MA (Mahkamah Agung) atau putusan-putusan 

pengadilan lain yang dapat memberikan pandangan hukum yang lebih 

komprehensif terkait penerapan sanksi pidana dalam kasus serupa. 

Selain itu, literatur hukum, dokumen-dokumen penelitian, dan analisis 

teoritis hukum yang berkaitan dengan pencabulan dalam konteks 

hubungan orang tua dan anak kandung juga akan menjadi bahan 

hukum tersier yang relevan dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data Hukum 

Dalam penelitian ini, digunakan untuk memperoleh data yang 

sesuai dan mencangkup permasalahan yang diteliti,maka dalam 

pengumpulan data ini menggunakan Studi kepustakaan (Library 
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Research) Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik identifikasi Pasal-Pasal secara obyektif dan sistematis, seperti 

dengan menentukan cara mengidentifikasi suatu buku ilmiah. mengutip 

dari literature dan meengkaji perundang-undangan serta peraturan 

perundang-undangan yang di hubungkan dengan pokok permasalahan 

yang diteliti. 

5. Teknik Analis Data 

Dalam menangani isu-isu yg dibahas dalam penelitian ini, maka 

diperlukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dengan analisis 

informasi, analisa data yang disajikan yaitu dalam bentuk narasi.  

Dalam tahap analisis informasi, informasi yang telah dikumpulkan 

diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat digunakan untuk menjawab 

permasalahan penelitian. Analisis informasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif karena informasi yang diperoleh bukan 

angka atau yang akan di- angkakan secara statistik. Dalam 

pelaksanaannya, peneliti mengatur cakupan masalah yang akan diselidiki 

dan menentukan pertanyaan inti yang perlu dijawab dalam penelitian. 

Setelah mengumpulkan data, informasi yang telah diperoleh 

dikelompokkan sesuai dengan topik penelitian, kemudian data tersebut 

diolah menjadi bentuk penyajian yang sesuai. Setelah selesai 

mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis dan menyimpulkan atau 

memverifikasi temuan berdasarkan semua elemen yang terkandung dalam 
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data, termasuk reduksi dan penyajian data. Sebagai contoh, jika penelitian 

bertujuan untuk memahami mengapa seorang ayah yang merupakan 

orangtua biologis melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak 

kandungnya, penulis akan langsung mengeksplorasi aspek inti dari 

masalah ini. Jika kesimpulan dari analisis data dianggap kurang 

memuaskan, penulis dapat kembali mengumpulkan data yang lebih 

terfokus dan mendalam untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Model analisis kualitatif yang mengadopsi pendekatan interaktif 

adalah model analisis data yang melibatkan tiga tahap utama, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Dalam proses ini, data dikumpulkan dan hubungannya diidentifikasi 

secara otomatis antara tahap- tahap yang berbeda dalam siklus analisis 

tersebut. Selain itu, gambar atau bagan juga dapat digunakan untuk 

memvisualisasikan hubungan antara berbagai komponen dalam proses 

analisis ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka penulis 

menyusun penulisan ini dalam 4 bab ditambah daftar pustaka dan lampiran 

lampiran yang apabila disusun secara sistematis adalah sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 
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 Dalam bagian ini, penulis akan memberikan gambaran 

awal tentang penelitian, termasuk informasi mengenai 

konteks masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat hasil penelitian, pendekatan penelitian yang 

digunakan, serta tata cara penyusunan laporan penelitian 

untuk memberikan pemahaman awal tentang substansi 

penelitian secara keseluruhan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan konsep atau kajian yang 

berhubungan dengan penyusunan yang diangkat, antara 

lain : Tinjaun umum tentang pidana, tinjauan umum 

tentang pencabulan, tinjaun umum tentang anak. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bagian ini, penulis akan mencoba menyajikan 

temuan dari studi tentang pertimbangan yang dilakukan 

oleh hakim ketika menjatuhkan putusan dalam kasus 

pidana, dengan fokus pada perlindungan hukum 

terhadap korban. Penulis juga akan menggambarkan 

proses pemeriksaan tindak pidana perbuatan cabul yang 

dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya 

di Pengadilan Negeri Karanganyar. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan 

penelitian hukum yang dimana bab ini berisikan 

kesimpulan dan saran penulis dalam menanggapi 

permasalahan yang dikaji. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


